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BAB I

PENDAHULUAN
A. 
Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
 Salah satu ancaman paling serius terhadap cita-cita konstitusional tersebut adalah fenomena penyebaran dan penyalahgunaan narkotika yang terus mengalami eskalasi signifikan dari tahun ke tahun, tidak hanya sebagai permasalahan nasional tetapi telah berevolusi menjadi kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, keamanan nasional, dan masa depan generasi bangsa.

Permasalahan narkotika telah berkembang menjadi ancaman multidimensional yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Dalam konteks global, penyalahgunaan narkotika telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan prevalensi sebesar 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun, sementara Indonesia menghadapi situasi yang tidak kalah serius dengan angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun berdasarkan survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023.
 Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika yang memerlukan respons cepat dan terintegrasi dari seluruh komponen bangsa.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dan posisi strategis di antara benua Asia dan Australia, menjadikannya sangat rentan terhadap aktivitas penyelundupan narkotika internasional.
 Karakteristik geografis ini diperparah dengan adanya ratusan pelabuhan dan bandara yang menjadi pintu masuk potensial bagi sindikat narkotika internasional, sementara pasar domestik yang besar dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa memberikan insentif ekonomi yang sangat tinggi bagi para pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan data terkini dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2024 telah terungkap berbagai kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah yang sangat signifikan. BNN berhasil mengungkap 15 kasus besar peredaran gelap narkotika dengan mengamankan barang bukti berupa 80.877 gram sabu-sabu, 169.432,78 gram ganja, 59.807 butir ekstasi, dan 1.968 gram kokain.
 Angka ini hanya merepresentasikan fenomena gunung es dari total peredaran narkotika yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, mengingat tingkat deteksi yang relatif rendah dibandingkan dengan volume perdagangan yang diperkirakan oleh para ahli.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika mencapai angka yang sangat fantastis dan mengkhawatirkan. Kerugian ekonomi yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencakup biaya privat dan sosial yang mencapai 84,7 trilyun, sementara data lain menunjukkan kerugian atas penggunaan narkoba mencapai lebih dari Rp72 triliun secara nasional.
 Kerugian ini meliputi biaya pengobatan dan rehabilitasi, hilangnya produktivitas ekonomi, biaya penegakan hukum, sistem peradilan pidana, serta dampak sosial yang sulit dikuantifikasi seperti kerusakan struktur keluarga, meningkatnya kriminalitas, dan degradasi moral bangsa.

Tabel 1. 1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Kelompok Umur (2023)
	Kelompok Umur
	Jumlah Pengguna
	Persentase
	Jenis Dominan
	Tingkat Risiko

	15-24 tahun
	1.5 juta
	45.5%
	Ganja, Ekstasi
	Sangat Tinggi

	25-34 tahun
	1.2 juta
	36.4%
	Sabu-sabu, Ganja
	Tinggi

	35-49 tahun
	450 ribu
	13.6%
	Heroin, Morfin
	Sedang

	50-64 tahun
	150 ribu
	4.5%
	Obat-obatan terlarang
	Rendah


Sumber: Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika BNN 2023
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat bahaya, daya adiktif, dan manfaat terapinya. Narkotika Golongan I merupakan jenis yang paling berbahaya karena memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan, dan tidak memiliki manfaat untuk kepentingan pengobatan, sehingga penggunaan, produksi, dan peredarannya dilarang keras kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tabel 1. 2 Klasifikasi Narkotika dan Ancaman Pidana Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009
	Golongan
	Karakteristik
	Contoh
	Ancaman Pidana Maksimal

	I
	Daya adiktif sangat tinggi, tidak untuk pengobatan
	Heroin, Kokain, Ganja, Opium, Sabu-sabu
	Pidana Mati/Seumur Hidup

	II
	Berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir
	Morfin, Petidin, Fentanil
	Pidana Penjara 15 tahun

	III
	Berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
	Kodein, Buprenorfin
	Pidana Penjara 10 tahun


Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang sangat berat sebagai bentuk ultimum remedium terhadap kejahatan narkotika, termasuk pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara dalam jangka waktu yang panjang disertai dengan denda yang sangat tinggi. Khusus untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, terdapat beberapa permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari akademisi dan praktisi hukum. Pertama, adanya kesulitan dalam membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang merupakan unsur objektif yang berkaitan dengan ketiadaan izin dari pihak berwenang. Unsur ini memerlukan pembuktian melalui berbagai indikator seperti kepemilikan izin resmi, cara pengemasan, tempat penyimpanan, dan perilaku terdakwa saat ditangkap.

Kedua, kompleksitas dalam penerapan individualisasi pidana yang mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, peran dalam jaringan kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta potensi rehabilitasi. Ketiga, implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan yang mengaitkan antara berat ringannya sanksi dengan tingkat kesalahan (culpability) pelaku dan dampak (harm) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Keempat, perkembangan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan aplikasi pesan instan menuntut pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam menganalisis dan menilai alat bukti digital dalam persidangan. Kelima, tantangan dalam membedakan antara pengguna, pengedar kecil, dan bandar narkotika yang seringkali memiliki karakteristik yang tumpang tindih namun memerlukan pendekatan pemidanaan yang berbeda.

Dalam konteks constitutional rights dan access to justice, implementasi prinsip equality before the law mengharuskan adanya jaminan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkotika dan tidak mampu secara ekonomi, memperoleh pendampingan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki peran strategis dalam memberikan layanan bantuan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika yang umumnya kompleks dan memerlukan pemahaman hukum yang mendalam.

Fenomena disparitas putusan dalam kasus-kasus serupa tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I juga menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Disparitas ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur-unsur delik, perbedaan dalam penerapan individualisasi pidana, atau perbedaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah dengan tingkat kasus narkotika yang cukup tinggi telah menangani berbagai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan karakteristik dan kompleksitas yang beragam. Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena melibatkan kasus penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari pembuktian unsur-unsur delik, pertimbangan individualisasi pidana, hingga penerapan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Kasus dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn melibatkan terdakwa Ramadhan als Ambo (24 tahun) yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan subsidair. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Datuk Rubiah Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan oleh anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bersama Intel Kodim Medan.

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 gram yang terbagi dalam 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) buah kotak hijau yang berisikan 24 (dua puluh empat) buah plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor 3163/NNF/2025 tanggal 26 Mei 2025, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Proses pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) dalam kasus ini menjadi fokus utama persidangan, mengingat kompleksitas dalam membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Fakta bahwa terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang yang memberikan uang Rp20.000,00, ditemukannya plastik klip kosong dan uang hasil penjualan, serta pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Husin als Gondrong dengan tujuan untuk dijual kembali, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini juga menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan implementasi individualisasi pidana yang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika, dan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam putusan ini juga penting untuk dianalisis guna menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh beberapa faktor penting. Pertama, meningkatnya kompleksitas kasus tindak pidana narkotika yang memerlukan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Kedua, pentingnya konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Ketiga, perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem pemidanaan Indonesia dalam memberikan efek deterrent terhadap kejahatan narkotika.

Keempat, pentingnya analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip pemidanaan modern seperti individualisasi pidana dan proporsionalitas dalam konteks pemberantasan kejahatan narkotika. Kelima, perlunya kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus narkotika untuk memberikan masukan bagi perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek. Pertama, analisis yuridis mendalam terhadap Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang belum pernah dikaji secara komprehensif, khususnya terkait dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) dan penerapan individualisasi pidana dalam kasus tersebut. Kedua, pengembangan framework analisis yuridis yang mengintegrasikan aspek dogmatik hukum pidana dengan perspektif kebijakan kriminal dalam mengkaji putusan pengadilan.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pemahaman tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan teknik pembuktian dan pertimbangan pemidanaan. Keempat, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam konteks kejahatan narkotika yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Gap penelitian yang diisi dalam studi ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, minimnya analisis kasus spesifik tentang implementasi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum". Kedua, keterbatasan studi yang menganalisis penerapan individualisasi pidana dalam kasus narkotika dengan mempertimbangkan berbagai faktor personal dan situasional terdakwa.

Ketiga, kurangnya penelitian yang mengkaji implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam hal keseimbangan antara culpability pelaku, harm yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan. Keempat, minimnya analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus narkotika yang dapat memberikan insight bagi perbaikan kualitas putusan dan konsistensi penerapan hukum.

Kelima, keterbatasan studi yang menganalisis kendala-kendala praktis dalam penerapan hukum pidana narkotika dan upaya mengatasinya berdasarkan pengalaman konkret dari putusan pengadilan. Keenam, kurangnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif teoretis dengan praktik empiris dalam menganalisis putusan pengadilan kasus narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang yang komprehensif tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam dan kritis Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek penerapan hukum pidana narkotika yang efektif dan berkeadilan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberantas kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan menantang di era modern.

Dari hasil penjabaran latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn)".
B. 
Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn ditinjau dari aspek individualisasi pidana dan prinsip keadilan?
3. Bagaimanakah implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn dikaitkan dengan teori pemidanaan dan dampaknya terhadap pemberantasan kejahatan narkotika?
4. Apakah kendala-kendala dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I berdasarkan analisis Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn dan upaya mengatasinya?
C. 
Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 
2. Untuk menganalisis secara yuridis unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn ditinjau dari aspek individualisasi pidana dan prinsip keadilan.
4. Untuk mengkaji implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn dikaitkan dengan teori pemidanaan dan dampaknya terhadap pemberantasan kejahatan narkotika.
5. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I berdasarkan analisis Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn dan merumuskan upaya mengatasinya.
D. 
Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana khusus terkait narkotika dan teori pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkotika, implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan, dan penerapan individualisasi pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana khusus dengan pendekatan analisis kasus yang komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas penerapan hukum pidana narkotika dalam praktik peradilan, serta sebagai bahan kajian untuk pengembangan metodologi analisis yuridis yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis di bidang hukum pidana khusus, khususnya tindak pidana narkotika.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika, ancaman sanksi pidana yang berlaku, dan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam memberantas kejahatan narkotika di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam kajian hukum pidana dengan pendekatan studi kasus, serta menambah wawasan tentang metodologi penelitian hukum normatif dalam menganalisis putusan pengadilan dan penerapan ketentuan hukum pidana narkotika. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai bidang studi yang ditempuh.
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